
Menimbang 

Mengingat 

BUPATI PASURUAN 

PROVINS! JA WA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 

NOMOR 151 TAHUN 2022 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA 

UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 

KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PASURUAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pembentukan clan Klasifikasi Cabang Dinas 

clan Unit Pelaksana Teknis Daerah clan Pasal 10 

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 

2016 tentang Pembentukan clan Susunan Perangkat 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 

Tahun 2021, maka perlu menetapkan Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Togas dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk clan 

Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan dengan 

Peraturan Bupati; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas

Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II

Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor

12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi J awa Timur,

Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2730);
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(2) Kepala UPT wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan

agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

(3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan

bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan

tugas bawahannya.

(4) Kepala UPT sebagaimana di maksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan

mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya serta

menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahannya

dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

BAB VI 

PENGISIAN JABATAN 

Pasal 8 

Kepala UPT, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana diangkat dan 

diberhentikan oleh Bupati dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi 

syarat atas usul Sekretaris Daerah atau sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan 

pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Bupati ini. 

Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Pasuruan. 

TELAH DI TELITI 

Pejabat Tanggal 

Sekretaris Daerah 

sisten PKR 

a. DP3AP2KB

abag Hukum 

abag Organisasi 

abid PUG P3A 

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH,

 ttd. 

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Desember 2022
BUPATI PASURUAN 

 ttd.

M. IRSYAD YUSUF

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO 
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 151
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN 

NOMOR 

TANGGAL: � 

STRUKTUR ORGANISASI 

UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 

PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK 

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

KABUPATEN PASURUAN 

KEPALA UPT 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

JABATAN 
PELAKSANA 

BUPATI PASURUAN,

        ttd.

M. IRSYAD YUSUF

TELAH DI TELITI 

Pe'abat Tan 

Sekretaris Daerah 

sisten PKR 

a. Dinas

abag Hukum 

abag Organisasi 

Sekretaris Dinas 

Kabid PUG PPA 
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